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PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

KABUPATEN GUNUNG MAS

BUPATI GUNUNG MAS

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2011 tentang Bea

perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu ditetapkan Sistem dan Prosedur Pemungutan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat :1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4355)

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389)

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan
dan Penyusunan Laporan Pertan ggu ngjawaban Bendahara serta penyampaiannya.

10. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan.

11. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor .. Tahun 2011tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
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MEMUTUSKAN

MenetapKan : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN
GUNUNG MAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas
tanah dan/atau bangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB.

2. Perolehan Hak atas Tanah danlatau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang
mengakibafl<an diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

3. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta
bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

4. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undan gan perpa.lakan daerah.

5. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap,

6. Pejabat Pembuat Akta TanahiPejabat Lelang adalah pihak yang benrenang menerbitkan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah danlatau Bangunan.

7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pean besarnya pajak yang terutang samplaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Gunung Mas.

8. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan dan mempeftanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam r.angka
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

L Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BpHTB terutang
dariWajib Pajak.

10. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah
terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat
perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum,

11. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB adalah suratyang
oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas
tanaha dan/atau bangunan.

12. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak
atas tanah danlatau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.



13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak,
penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta
pengawasan penyetorannya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan
dalam menerima, menatausahakan dan melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.

(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah danlatau Bangunan;

b. prosedur pembayaran BPHTB ;

. c. prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB);

d. prosedur pendaftran Akta Pemindahan Hak atas Tanah danlatau Banguan;

e. prosedur pelaporan BPHTB;

f. prosedur penagihan;

g. prosedur pengurangan.

(3) Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah danlatau Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak.

(4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) adalah prosedur
pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.

(5) Prosedur penelitran Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c adalah prosedur verifikasi yang dilakukan SKPKD atas kebenaran dan kelengkapan
SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya.

(6) Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) huruf d adalah prosedur pendaftran akta ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan dan
penerbitan akta oleh PPAT.

(7) Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayal (2)
huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.

(8) Prosedur penetapan Surat Tagihan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)/ Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB,
SKPDKB/SKPDKBT dan SuratTeguran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

(9) Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah
prosedur penetapan persetujuanlpenolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan system dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SKPKD harus

mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi :



a. fungsi pelayanan

b. fungsi data dan informasi ; dan

c. fungsi pembukuan dan pelaporan.

(2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a bertugas melakukan interaksi dengan

wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB sepertr dalam proses penelittan SSPD dan

proses pengurangan BPHTB.

{3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk mengelola

database terkait objek pajak.

(4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas untuk

menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain

yang ditunjuk.

BAts III

$STEM DAil PROSEDUR PEMUHGUTAH BPHTB

Bagian Pertema

Pengurusan Akta Pemindahan Halr *as Tanah dantratau Bangunan

Pasal 4

(1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai peraturan perundangan.

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang melakukan penelitian atas objek pajak yang haknya
dialihkan.

Pasal 5

(1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang disiapkan oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT).

(2) Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah danlatau Bangunan adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pembayaran BPHTB

Pasal 6

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah
BPHTB.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank atau Tempat
Lain yang ditunjuk atau Bendahara Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

(3) Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ll yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat ini.



Bagian Ketiga

Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 7

(1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh fungsi pelayanan.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kebenaran informasiyang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan

b, kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.

(3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat {1) disertai dengan pemeriksaan

lapangan.

(4) Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran lll
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

Pasal 8

(1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran pemindahan Hak atas Tanah
kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

(2) SKPKD dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Bidang Pertanahan dalam rangka pendaftaran
pemindahan hak.

(3) Tata cara pendaftaran Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran lV yang tidak terpisahkan.

Bagian Kelima

Pelaporan BPHTB

Pasal 9

(1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh fungsi pembukuan dan pelaporan

(2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai
bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pasal 10

(1) Fungsi pembukuan dan pelaporan menyiapkan laporan BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari
Bank dan/atau Bendahara penerima danlatau PPAT.

(2) Fungsi pembukuan dan pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB dari Bank yang
ditunjuUbendaha penerima paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(3) Fungsi pembukuan dan pelaporan menerima laporan pembuatan akta Perolehan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya.

(4) Iata cara pelaporan Akta aoaiah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupatiini.

./



Bagian Keenam

Prosedur Penagihan BPHTB

Pasal 11

(1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.

{2} Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melaluipenetapan Surat

Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB

dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) BPHTB.

(3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau

Surat Paksa jika diperlukan.

(4) Tata cara pendaftaran Akta sebagaiman tercantum dalam lampiran Vl yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 12

(1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada fungsi pelayanan untuk diteliti.

(2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

(3) Tata cara penguran BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Vll yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini,

BAB IV

FASILITASI

Pasal 13

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah melakukan fasilitasipelaksanaan Peraturan Bupati ini

2. Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-

lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervise dan

bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Jangka wd<tu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB diatur dalam Keputusan Kepala Daerah tersendiri.



BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggalditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di : Kuala Kurun

: Zg l a.nvar I Lbll

Diundangkan di Kuala Kurun

pada tanggal o7 ?.*n:ari ZDu

Berita Daerah Tahun 2Dr Nomor nt,

Sekretaris Daerah



[Lampiran I]

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan proses

pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan

yang dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan kepada

Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang menyiapkan form

SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak atasTanah dan/atau Bangunan.

Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa kebenaran dan kelengkapan

dokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan

mengecek dokumen dan data terkait objek pajak di Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

B. PIHAKTERKAIT

3. Y$*jih Paj*k selatux Fexerirc* &tak

L4*rupak*n pihak yar:g memiliki kew*jibar memh*yar gPHTg atas hak at*s t*nah c$anfstau

ba*gunan yang eiiper*5*h*y*. **lam prusedur ini i,Vejih Fajak n':enyiapk*m dan meny*r*fukan

dokumen penduku*g t*rkait per*ind*han hak atas tan*h d*rt/atar: bangunan"

E. S*t*a* Kerja Pengeioia Keuanga* Faereh {$Kpl{Bi

M*rupakan pihak yang mempunyai at*rltas dalara p*ng*lolaan ker*angan daerah, yang s*cara

*rganisasi dapat berber*tuk Sinas P*ndailet**, F*nge}*ia*n K#ueftgan dail Aset **erah

t*Ppl{ASi. ila!*m prcs*dur in!, DPPi{A"} b*rfu**rdinasi dar-r b*kerja sarna der:gan PFAT d*iam

menyiapkn* Surat Setaran Pa.lak Daerai: BFHTB {SSPD BPI-|TBi.

3. Fej*hat Fernhuat &kta Yaxah {pF*T}

M*rupakan pihak yang n:embes'rtu Wajib Paj*k dalam m*r:ghitung SP*+TB ter*t*n6 dan

rn*nyiapkan SSPD SPHT'*. Pihak yang dapat m*n!*di PFAT iatah camat ataEr $star;s. Dal*m

pr*seeiur ini FPAT b*rtr"rgas dart berwene*g untuk:

- rnemeriksa kebe*eran data ierkait *biek paiak k* K*p*ia Kant*r Eid*ng Partan*i"ia*;

- menyiapkan draft Akta Femindahan Ei*k atas Ta**h de:":let*u &ang**nan; dan

4. $ep*la l{sntor &id*ng p€rta$st':En

Mrer*paka* p*hek xa+rg nrengel.*la d*t*b<:se perqaetsha{l dl s*ilayah \}de?*efie+rgaya. Batercl

Fr*s*dirr ini, Kepela Kant*r *id*;tg ilertanahan ilnenye*i*k*ft datfi yang diflutufukar* PPAT terkait

pernsrik$ean objek p*jak.



C. LANGKAH-LANGKAHTEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan) menyiapkan dokumen

pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dokumen pendukung ini menyatakan

bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah dan/bangunan antara kedua belah pihak. Dokumen ini

dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang pada

dasarnya menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan.

Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen pendukung lainnya.

Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib Pajak menyerahkan permohonan pengurusan akta kepada

PPAT dilampiri dengan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Lanekah 2

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan akta dan dokumen

pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Wajib Pajak. PPAT lalu memeriksa

kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen pendukung yang diterima telah

lengkap, PPAT kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan data objek pajak kepada Kepala

Kantor Bidang Pertanahan.

Langkah 3

Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyediakan data yang

dibutuhkan PPAT untuk melakukan pemeriksaan objek pajak. Kepala Kantor Bidang Pertanahan

menyerahkan data objek pajak kepada PPAT.

Lanskah 4

PPAT menerima data objek pajak dari Kepala Kantor Bidang Pertanahan. PPAT kemudian memeriksa

kebenaran data obriek pa.lak dengan membandingkan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah

dan/atau bangunan dan data objek pajak dari Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Jika diperlukan, PPAT

dapat melakukan pengecekan objek pajak dengan melakukan observasi lapangan.

Lanskah 5

PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan

merupakan rancangan akta pemindahan

ditandatangani oleh PPAT. PPAT kemudian

dan/atau Bangunan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dokumen ini

hak atas tanah dan/atau bangunan yang belum

menyimpan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah

LanBkah 6

Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB

(35P0 ilPliTBi dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah.



Lanekah 7

Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhi, maka ppAT menghitung nilai

BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi informasi objek pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam

formulir Surat S*t*ran f ai*k D*cr*ri 8f HTS. Setelah mencantumkan seluruh informasi yang

dibutuhkan, PPAT lalu menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Surat Setoran pajak Daerah

BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau

penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran

Pajak Daerah BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut:

Untuk Wajib Pajak.
'r Lembar 2:

Untuk PPAT sebagai arsip.

Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.

Untuk Fungsi Pelayanan sebagailampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB.

Untuk Bank yang Ditunjukl Bendahara Penerimaan sebagai arsip.

Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada Fungsi

Pem bukuan/Pelaporan.

Lanskah g

PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi kepada Wajib Pajak.

Lanskah 9

Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi dari PPAT.
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DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASETDAERAH:
:Baahh petunjukpengisian pada habman belakang lembar ini terlebih dahulu.

petugr.0PPKAD

Logo Pem! rirla h D.emh

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

( SSPD-BPHTB )
Lembar {

Untuk Wajib Pajak

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAI'I BAHGUNAN (SPOP PBB

o 
;x;;i*""00,'u' U __l_l L__l I I I _Ll_-] 

|

l,_lt"n.ll W-llp .P.r.tii "^^

/Desa:

7 XabupatenlKota:

'1 Nomor 0bjek Pajak (N0P) PBB:

2. Letak tanah da n aiau bang unan

RT /RW :

B Kode Pos.

5. l(e e malan:

Penghlungan NJ0P PBB

Ba ngunan 10 Rp

NJOP PBB:

14 HarqairansaksilNilaipasar: I*o

Hq

Rp

16. N omor Se rtifikat

Tanah ( buml )

lsas
I Ddsi/us trr. t d.a ab u h anaun an ya na

ha*nf a diqtobh )

tt t^o oza ! -2
fDibi6er(dsr.lin SPPJ PBB bhun te4adnya luacx }SJOP PBB /m?

psohh an hakf Tahx n I

I Rt 11

C. AKUM ULASi NlLAI PER OLEH AN HAK SEBELUMN YA

angla f -a\gka 2

5%xat9rka3

PE N GH lTUN GA N BP HT B 1 I a nya d iisi b e rdas ark an pe n !h itu i ga i vV aj b pala k )

1 . Nilai Peroleha n Ob jek Pajak ( N P0P ) menrperhatikan nilai pada B 1 3.. B 1 4 dan C

2. Nihi Perolehan Obiek Pajak Tidak Kena Pajak{ NPOPTKP ) neftrperhatikan nilai pada C

3 Nihi Perolehan Objek Pajak Kena Palak{ NP0P(P )

4.Bea Perolehan Hak aias Tanah dan Bangunan yang terutang

1*
2>
3F
4b

Rp

Rp

Rp

Rp

JUMLAH YANG DISETOR

(bddasarkan perhitunge, D4 d# pithat di E )

') CoEly ang ldak perht

E. Jumlah Setoran berdasarkanr

f a. Penghitunga n iAralib Palak

I o STPD BP|]TB/ SKPDB,- RA\G BAYAR, ShpDB
iJRANG BA"AR TAMBA-A\ 

"
N smsr:

berdasar Femturan KDH ilo: .--

MENGETAHUII
P PA T I NOT ARIS

Nama lef,glaF, slemrel, dan bld€ hn gan

DITERIMA OLEH:
TEMPAT PEII BAYARAN BPHTB

T ehh Diverifikasi:
D INAS PENDAPATAN PENGELOLAAN

KEUANGAN ASET DAERAH

Nama lengkap,slempel, dan landatangan

Rp

-_*

15. Jenisperolehan hak atas tanah,!an atar banqunan f,fl

{dengan hu rul):

.=:::::.,=i.iiiii. "



i"enr*ar i

Lembar 2
Untuk PPAT/Notaris

sebagai arsip

& ASET DAERAH:

lembar ini

1. I'Jama Wajib Paiak:

2 NPWP:

3. Alamat Wajib Palak:

4. Kelurahan/Desa.

7. KabupaienlKota

1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB:

2. Letak lanah dan atau bangunan

3 Kelurahan/Desa:
5. Kecamatan:

5 RT/RW, 6. Kecamata n:

15'JenlSperolehanhakaiasianahdanataubangUnan:

16. Nomor Serlifikat

D. PENGHITUNGAN BPHTB { Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Patak )

8. Kode Pos:

1 RT/RW:
6. Kab!paien/Kota

'14. Harga transaksi I l'.lilai pasar m

trRp
Rp

Rp

Rp

ltlSEqr-_ - -,_ rarqgQl.

(dengan huruf)

Telah Diytr,fikasil
DI NAS PENDAPATAI.J PENGELOLAAN

KEUANGAN ASET DAERAH

Nama lengkap. stempel, dan tanda

lT t [tt tl-n f t n [T tt ft tll Tt

Rp

Jumlah Seioran berdasarkan:

l-l a. Penghitungan Walib Pajak

I b sTpDBDHTB,shDDB(LrpAticBA/AR/shpDB
L ] KUBANG BAYAR TAIVBAHAN ')

E
E

====:=:iiiiiii;:.:._

.......iii:,t:.if. .$

PBB:

Uraian Luas
( Diisi luas tea,h dan atau 

lbansunan Wng
NJAP PBB/ m2

fDis benC*dtrr SPDT PBB lahun tsiadinya
^,mbt)h h4 ) fab,,n I

Luas x NJOP PBB / m2

Tanah ( bumi ) 7 n-t 2
q Rp 11 P5

' I andld: L dnoAe s

Bangunan B m2 10 Rp 12 Rn
' I adqaS,anaAala

NJOP PBB: 13
' I andka 11 . ande 12

c. Pengurangandihitungsendirimenladr [-fl Z berdasarPtraiuranKDHNo:'ll

JUMLAH Y,

ibercJasa/(an pehitungan D4 dan pjl)han dt E)

3.ftel

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

( $SPD-BPHTB )
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

C AXUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA

Pajak ( NPOP ) memperhatikan nllai pada 8.13., B 14 dafl C

2 l..lilai Perolehan Objek Palak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) memperhatikan nitai pada C;

3. Nilai Perolehan Oblek Palak Kena Palak ( NPOPKP )

4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

l"t[lbillfl, 
h



PETUNJUK PENGISIAN SSPD BPHTB

Penerimaan.

t ls1]ah SSPD BPHTB rni dengan huruf cetak kaptrat arau dlker)k.

I Gunakan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hak .t s tanah dan/atau banBunan

I Formulir ini dapat juga dig!nakan untuk pembayaran atas :uatu pemiletulan atau peng!ngkapan ketidaiibenaran penghitun6an WP.

CAEA PENGISIAN:

I-IURUF A oiisi d€ngan data WP

Angka 1 s.d angka 8 Cukup Jelas

HURUF B Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan ata! bangunan

Angka 1 Diisi dengan Nomor Objek Palak lNOP) yang tercantum dalam SPPTPBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.

Angka 2 s.d angka 6 Diisi dengan letaktanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh.
Angka 7 s.d angka 13 Merupakan tabel untuk penghitungan NJOP PBB atas tanah danlatau bangunan yang haknya diperoleh

Pada kolom angka g dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBB saat terjadinya perolehan

D)lam hal NJOP PBB belum ditetapkan lbelum ada SPPT PgB engka 9 den angka 10 diisi berdasarkan surat
keterangan NIOP PBE yang dit:rbitkan oleh KeFala Kantor Pelayanan PBB/KPP Pratama yang wilayah

kerjanya meliputi ietak tanah dan banE!nan atas permohonan \ryP

Angka 14 Diisi dengan harga transaksi yang terjadilharga transaksi 1€ng tercantum dalam Rrsalah Lelang/nilai pasar oblek tersebut.
Angka 15 Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut:

*) Dalam hal Perolehan Hak Rumah Sederhana Sehat (Rs. SehatlRSH) sebagaimana diatur dalam keputusan Menterl Pemukiman dan prasarana Wtlayah

No. 24/KpISlMl2003 tentant pengadaan perumahan dan pem!kiman dengen dukungan fasjlitas Subsidi Perumahan sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.20/KpTS/M/2004 dan rumah:usun Sederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan

Rumah bersubsidi {KPR bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO. 60lPRT/1992 tentang persyaratan

Ieknis Pembangunan Rumah Susun.

Angka 16 Diisi dengan nomor sertifkat atas tanah dan attsu banBunan bersangklten.

perhitungan.

HURUF D Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan atas tanah dan Bangunan IBPHTB) oleh WP.

Dalem hal SSPD BPHTB dieunakan untuk setoran berdasarkan STBISKBKB.SKBKBT sebagaimrna huruf D.b atau berdasarkan huruf D.d h!ruf C tidak perlu diisi

Angka 1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harea transaki / nilai pasar objek pajak sebaealmana huruf B engka 14. Nam!n, dal!m hBl

NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB maka NPOP diisi dengan NJOP PBB sebagaimana huruf B ahgka 13. Dalam hal WP yang bersangkutan
pernah menerima peralihan hak, maka angka NPOP ini harus mempeftimbangkan akumulasi ini, jika akumulasi sebelumnya belum pernah dikenai BPHTB maka NpOp

dihitung sebagai penjumlahan denean akumulasi ini.

Angka 2 Diisi sesuai dengan besarnya NPOPTKp untuk Kabupaten,/Kota yang bersangkutan, yahg ditetapkan Kepala Daerah
(informasi mengenai besarnya NPOPTKP dapat diperoleh melalui DpPKAD setempat)

Angka 3 Cukup lelas

Angka 4 Diisi denean hasii perkalran antare NPOPKP {angka 3) dengan tafif pajak sebesar 5% {sesuai Pasal .... Perda No. ... Tahun .",...)

HURUF E Diisi dengan memberi tanda "X, pada kotakyeng sesuai dengah dasar seorang WP melakukan setoran p.jak
Huruf a. iika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C

Huruf b. jika setoran dilakukan tidak menggunakan pe.hitungan di huruf C, tetapi menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB (STPD), Suret Ketetapan 8ea Pe.olehan Hak

atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), atau Surat Keteta pan Bea Perolehan Htsk atas Tanah dan Bangunan KuranB Bayar Tambahan (SKBKBT)

Huruf c. iika WP memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan pengurangan dari jumlah yang seharusnya ada di hurul C. Diisi deng!n Frosentase s€suai dengan ketentuan yahg

berlaku

Hurufd. jika terdapat dasar/ketentuen lain selain huruf a. huruf b. dan huruf c, seperti setoran berdaserkan SK Pembetulan/SK KeberatanlPutusan Banding/putusan lain yang

menyeba bkan jumlah palak yang harus dibayar berbeda dengan yang tertera di H URUF C.

BAGIAN .IUMLAH PtuAK YANG DISETOR diisi memperhatikan HURUF D-4 dan pilihan pada HURUF E.

. lika E-a dipilih, maka jumlah setoran menggunakan D-4.

. lika E-b dipilih, makajumiah setoran sejumlah nilai yane dinyatakan di E-b

. Jika E-c dipilih, maka jumlah setoran menggunakan D-4 dikalikan dengan prosentase yang dinyatakan di E-c

. Jika E-d dipilih. maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-d

Jumlah setoran tersebut diisi dengan angka (dalam kotak) dan huruf lpada baEian yang diaEir).

Catatan: Daiam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka WP tetap mengisi SSPD BPHTB dengan memberikan keterangan ''NlHlL" pada bagran JUMLAHH SETORAN. SSPD BpHl
nihil cukup diketahui o{eh PPAT/Notaris dengan menandalangani kolom yang telah disediakan (wP tldak perlu ke Bank YanB Ditunjuk / Bendahara Penetimaan).

Jenis Peroiehan Hak Kode lenis Perolehan Hak Kode Jenis Perolehan Hak Kode

Pemindahan Hak
lual Beli
Tukar Menukar
H ibah

Hibah Wasiat
Waris

01

02
o3

o4
05

Pemasukan dalam perseroan /badan hukum lainnya
Pemisahan hak yang mengakibalkan peralihan

Penunj!kan pemberi dalam lelang
Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyar keklatan hukum
tetap
PenggabunBan usaha
Pelebaran usaha

06
0i
08
09

10
1L

Pemekaran Usaha
Hadiah

Perolehan hak Rumah Sederhani Sehat dan RSS melalui KPR

bersubsrdj *)

Femberian hak baru
Pemberitsn hak baru sebaeai kelanjutan pelepasan hak
Pemberian hak baru diluar p€lepaasn hak

1,2

13
14
15
16

1l
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[Lampiran II]

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK TANAH
DANIATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan merupakan proses

pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjukl

Bendahara Penerimaan.

Dalam prosedur ini Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan pembayaran dengan

melakukan pen'y'etcran ke rekening kas daerah melalui Bank yang Ditunjuk atau secare tunai melalui

Bendahara Penerimaan.

B. PIHAK TERKAIT

3". Wajih fiajak seiaku Fen*rim* H*k

ft,4erxpakan pihak yang merrtiiii.;i k**re*jibam mernbayar EFlt-{TEi i*r'ut;:n6 atas p*r<-:lehari hak ata:;

t;n;rl r Ca r:.1; tl,: b;iq'ui: *r.

*" F*.[ab*t P*gmhuat &kte Tanah {Ffl}AT}

[r.1erup*k*n *ih*k yarrg ffiel:yiapker', Sura[ S*t*ran Fajak **erah FPi"iTE sr*i:*gai da:ar bagi flv-*jlh

P;:.!*k **!an: *errh;ry*;" *PHTB i*riltarig ei::r: ry:*n":be nt* r"i"r*iakr:{<** periril,-r*geilny*.

3. Sar"rk ya*g *iE*njrxk/ ffier:dai'lara F*merir**srr

*'f,erupaka* p'!harr.'gat"g t*i'rt1",Eriy}''r* p*ry'*;,'.,i*r** EPHIB t*TrtaftE dari f,iY'*ilh Paia{t. *a!*'n

Pr*se**r ini **nk 1';:r":g *it*;'rjxk,i S*l:cjah*r'': F*;"1*;"iry:*un h*rw*n;ing u*tr:i.;:

- rn*n*rinra pembayaran HFi+l* i*i':"it.:il$ dar! \ij*jri: Pnjak:

ri-rern*ii ksa kelengk;rpa n p*ngi li*n 55 ili] B F HI S;

- me{lgernb;;iikan *5Fn SPFi-iS y*ng p*r:gisiannya tid*k ler:gkapj kurang;

- nic?ilanc{atai:g*ni 55p* 3pi+l'$ yang t*l*h !e*gi'r*p p*r":gisiar:r:y*; ien

- rftengarsip 55PD BPHTS l*inbar 5 dar"r StrF,D SPHTB i*mbar S.

C. LANGKAH.LANGKAHTEKNIS

Lanqkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB

(SSPD BPHTB) yang telah diisi. Surat Setoran BPHTB merupakan surat yang oleh Wa.iib Pajak digunakan

untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain

yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah

dan/atau bangunan. Surat Setoran BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut:



' Lembar l-:

Untuk Wajib Pajak.
I Lembar 2:

Untuk PPAT sebagai arsip.
r Lembar 3:

Untu k Kantor Bidang Pertanahan sebagai lam piran permohonan pendaftaran.
. Lembar 4:

Untuk Fungsi Pelayanan sebagailampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB.

. Lembar 5:

Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai arsip.
. Lembar 6:

Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada Fungsi

Pembu kuan/Pelaporan.

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT menandatangani SSPD BPHTB

tersebut.

Lanskah 2

Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan. Pada saat

'y'ang bei'samaan, Wajib Pajak kemudian memba'yai'kan BPHTB tei'utang melalui Bank yang Ditunjuk/

Bendahara Penerimaan.

Lanskah 3

Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB dan uang pembayaran BPHTB

terutang dari Wajib Pajak. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan kemudian memeriksa

kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang

pembayaran yang diterima dariWajib Pajak.

Lanskah 4

Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD BPHTB. Lembar 5 dan 6 disimpan

sedangkan lembar 1-4 dikembalikan ke Wajib Pajak.

Lanekah 6

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar L, 2, 3, dan 4 dari Bank yang Ditunjukl Bendahara

Penerimaan. Wajib Pajak kemudian melakukan proses berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD

BPHTB ke Fungsi Pelayanan di DPPKA.



Logo P. meridah Drerah

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

( SSPD-BPHTB )
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEIIBERITAHUAN OBJEK PAJAK

PAJAK BUTII DAN BANGUNAN (SPOP PBB

Lembar 5

Bank Yang Ditunjul
Bendaham Penerimaan

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH:
Bam hh p eiunjuk p engisian pad a hala m an belakang lem bar il terlebih dahu il

lllll*"'*",u u __lJ L__l lll _u I ill
3. Alam at W

7 KabupaienlKota: g Kode pos.

3. Kefurahan/D esa: 4, RTi RW

5. Xeoomatan:

JUMLAH

(b trd rsa rka n p c rhils g I D4 d m pi I hd n d i E )

'l CotEty.rg tdak pert)

lgl ..........
WAJIB PAJAK i PEN YETOR

- N"-"b;sktil;ffiZd;-

pelugas DPPKAD

15. Jenisperoiehan hak atas ianah dan atau bangunan l-T-l
16. N omor Se difikat :

6 . kabupaten/X ota

l4.HargatransaksilNiiaipasar: l*,

angta 1 -angka 2

!,%xangka3

Tangga l:

Namalengkap, Sempel,6n lada feFn

PEN GH IIUN GAN BPHTB ( Hanya diisi berdasa* an pir ghir.rngan W ajib palak 
)

l.Nilai PerolehanOblekPajak(NPOP)meniperhalikannilai padaB.1S.,B.14.danC

2. Nihi Perolehan 0b1ek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) menaerhatikan nilai pada C

3 Nihi Perolehan Objek Pajak KenaPajak{ NF0PKP )

4. Bea Peroiehan H ak atas Tanah dan Bangunan yang teruia ng

Jumlah Setoran berdasa rkan:

f a. Penghitungan Wajib Palak

I u. sTpDBphrBr sloDB FuRA\G BAyAR /sktrDp
I KURANG BAYAR TAI\TBAHAN *) Nomor

L_ c. Pengurangan drhitung sendrri menl"ai, -*J-- % berdasar pemturan KDh No:... ...

Id

1F
2F
3F
4F

Rp

Rp

Rp

Rp

]IIENGETAHUI:
P PAT I NOTARIS

Nama leilgte, slempel, dil bnda bngil Nama leq*ap,stempel, dantandatffiga

Penghitungan Ni0P PBB

Uraian

Tanah ( bumi )

I ua s
a Ditiludslaaa h den ab u b enoun aD ta no

ha(nr. dberohh )'

i\iJOF PB I M?
lDi6irerd?sar*rnSPPrPBBtahinbiad!1ye IUaCXNJOPPBB/r2

pc:obh.n hah / Tahu n I

YANG DISETOR (dengan angka):

OITERIMA OLEH:
TEMPAI PEMBAYARAN BPHTB

Tangqal

Tehh Dverifikasi:
D ]NAS PENDAPATAN PENGELOLAAN

KEUANGAN ASETDAERAH

C. AI{UMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA

.g=,:,:;iilit:,:



Logo Po rc rirla h D se rah

SURAT SETORAN PAJAK
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH

DA ERAH
DAN BANGUNAN

)( ssPD-BPHTB
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

PAJAK BUMI DAN BAIIGUNAN (SPOP PBB

Lembar 6
UniukBankyang

ditu nj u klB en da ha ra
eneiimaan sbg Laporen l

DPPKAD

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASETDAERAH:
Bacalah petunlukpengisian pada halaman belakang lembar ini terbbih dahub

"?-, A]rn"e!"W"sl"! P ri,cI,

lx:li*'"0"'"u Ll __t L___l lll _LL] | llt
4. Kehrrahan/D esa: 5, RT IRW 6.Kecam atanl

7. KabupaienlKota:

1. Nomor Ob!:k Pajak (N0P) PBB

--2.,..1=9.!a! !q4?h d4 ! atau bans unan

8 Kcde Pos:

-3- 11 s!.i g\_q1 
i_D, _.,".,e 4, RTIRW

5. Xeca matan: 6. Kab0prten/Hota

15. Jenisperolehan hak aias tarah dan atau bangunan Tn 14 Hargatmnsaks/Nrlai pasar: l*o
16 Nomor Sertifkat

PEN 0H ITUN GAN BPHT B ( Harys diisi berdas ark an pen ghthrn gan Vrt alib pajak 
)

l.Nilai Perolehan0bjekPalak(NP0P) ner?perhatikan nilai pada813,B.14,danC

2 Nihi Perolehan 0bjek Pajak Tidak Xena Pajak{ NP0PTKP ) nenperhatikan nilai pada C

3. Nihi Perolehan Objek Pajak Ke na Pajak { NP0PKP )

4. Bea Perolehan H ak atas Tanah dan Bangunan yang terutang

Jumlah Setoran berdasa rkan:

f a. Penghitungan Wajib Palak

I U STODBPFTBIShPDBXJCA\GFA\'AR;SKFDB
I KURANG BAYAR TAI\,IBAHAN *l Nomor

I c Pengurangan drhrt!ng sendrr ,"n1ud, --J-- o/o berdasar Feraturan KDH No; ..

I d ........

1F
2b
3F
4F

Rp

Rp

Rp

Rp

angk l -englka 2

5% x rrgf(a 3

Tangga l:

!

Nam a len gr(ap, sl em pel, d an bn d6 h gsn Namalengkap, dempel, dan landa langaft

Telah Diveriflkasi:
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN

KEUANGAN ASET DAERAH

Naea bfigkap, siempel, dafrlafrd alangafr

tr

Penqhtunqan Ni0P PBB

Uraian

Tanah { bumi )

Lra s
a Disiloas letreidan abubaroffi an vaoo

hr&trya d0erobh )"

NJ0P FEB / *?
(D,biserdasarkansPPrPBbhtreh{adhya luesxA/JOPF88/m7' puobh en hahl fahu n 1

JUMLAH YA\G DISE'OR (denqan a.!\a)

(betdasa*a n peiilutlgan D4 dan pithan di E)
*) Coretyang tdek perll

...... .....-.-, tsl...
WA.]IB FAJAK IPEN YETOR

- w;;;sk,;d,"-G"ur""s.*---

petugas DPP(AD

MENGETAHUI:
PPATI NOTARIS

DITERIMA OLEH:
TEI!!PAT PEM BAYARAN BPHTB

T anggal

Bangunan

{dengan hu ruf):

=:r.::l:i!:,-i1r:;ii!i.::::::::::::::.i:i:in:lJ

C, A(UMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA
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[Lampiran III]

PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN PAIAK DAERAH -
BPHTB (SSPD-BPHTB)

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan proses verifikasi

kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam Surat Setoran

Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BpHTB

terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui Bank yang Ditunjuk/

Bendahara Penerimaaan. Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dilakukan oleh Fungsi

Pelayanan di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah. Jika semua kelengkapan dan

kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka Fungsi Pelayanan akan menandatangani Surat Setoran

Pajak Daerah BPHTB.

B. PIHAK TERKAIT

i. $fajih Faja[< s*laku Fen*rirri* Hak

fu'lerupakan prhak yang *:*;'ig*jul..** ;:*rri:*h**an pe*eiit;ar: k-er:ac*i"r i:r;ngsi F*traynnap xtais 5u;-*t

S*t{}i'an P*j*k i}ai:rah *PiliT,q yirng re!;:r: dihnyari<en.

C. F:.ingsi F*l*ymnan

rt'1er*p*kar: pih*k yar.rg ;'nem*riksa ii*b**as-*n inf*rin*si terk*it *bj*k pajxli yur:g t*ir;rr;iu;1

riaia*': Sur*'i S*i*rs* Faink fiaer':h SilF,};ft. Fr.r:"rgsi Fela.fa**l: fr:*i'v."r*nan* #e$ b*rlugfis untuk:

- rn**iinia *ai* ierkait ri-:j*i<. p*j;:k nep*ci;l Fur:gsi [,*;.:g*iai"i*n d*n f rr{*rm;*si;

- s*er:ietikt;l k*etq\'i*gr*,t t-{*v+:r:',tir da* trbellara* <Jr+t* ttr!,;lit rkri*k palak \rer",,S ter-{.a*r**ff,

eialam 55F* BFt-i1 B: i{*n

- rrer:**rjai";i*6**i $ur*t $et*r*r: Paj;*it i]**rah *trl{T*';*ng t*!xi: r:ii',,*rifiit"*s,1.

3. Fixngsi Feng*lahan **t# & fin$*rmasi

fu{*rup;kan p!h;k y.tng fri*n'.,ir*,:*=ai'r *-.**r**4*s* .*hj*k paj*k. F*rrgli i*r r,ten,yediakan rJ*t* terk*it

ohi*k p;*jak ke;".::*a i:u;:g*i Pel*y*n;:::" F:ungs; Peligr:l;:l'i*n ei;ii* l$f*r;fi;:si b*rr***r.:*r-lg C*n

b,tf t,.:.6*:,*t=,t*h'"

- ;*,":*ng*i*ia d*isfo*se *hiei< ;:ejak v*ng ierrrr*sr-;k d*isrc wiiay;i: lrrrr+.*t-i*ngfiy;]; ij*r-r

- menye*i*k*c rj;:ta *i:j*i;. p;ij*r< *{n; p*iru;*t*;rn *l*ri Fu*gsi $}el*yan*il.

C. LANGKAH-LANGKAHTEKNIS

Lanskah 1

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk penelitian

SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas:

- SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)/ SSPD BPHTB disertai

Bukti Penerimaan Daerah (BPD);

- Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/ Surat lzin Mengemudi/

Paspor);



Surat Kuasa dari Wajib Pajak {dalam hal dikuasakani;

Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi waris.

Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

Fotokopi Kartu NPWP;

Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB. Wajib pajak kemudian

menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB (lembar 4), dan dokumen

pendukung kepada Fungsi Pelayanan.

Lanskah 2

Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB {lembar 4),

dan dokurnen pendukung dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data

terkait objek pajak berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB yang diterima.

Pengajuan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Form Pengajuan Data kepada Fungsi

Pengolahan Data & lnformasi.

Lanskah 3

Fungsi Pengolahan Data & lnformasi menerima Form Pengajuan Data dari Fungsi pelayanan. Fungsi

Pengolahan Data & lnformasi menarik data yang dibutuhkan dari sistem database objek pajak. Fungsi

Pengolahan Data & lnformasi kemudian mencantumkan informasi objek pajak pada Form pengajuan

Data. Fungsi Pengolahan Data & Informasi lalu menyerahkan kembali data Form pengajuan Data

kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 4

Fungsi Pelayanan menerima Form Pengajuan Data yang telah diisi data objek pajak dari Fungsi

Pengolahan Data & lnformasi. Fungsi Pelayanan kemudian memeriksa kebenaran data yang tercantum

dalam SSPD BPHTB dan dokumen pendukung SSPD BPHTB berdasarkan data objek pajak dari Fungsi

Pengolahan Data & lnformasi. Dalam kondisi tertentu, DPPKAD berhak melakukan penelitian lapangan

untuk mengecek kebenaran data secara riil. Mekanisme dan tata cara penelitian lapangan akan diatur

tersendiri.

Lanekah 5

setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan kelengkapan dokumen

pendukung terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan menandatangani SSPD BPHTB (lembar L,2,3, dan 4).

Fungsi Pelayanan mengarsip SSPD BPHTB (lembar 4) sebagai dokumentasi. Fungsi pelayanan lalu

menyerahkan SSPD BPHTB (lembar 1_,2, dan 3) kepada Wajib pajak.

Lanekah 6

wajib Pajak menerima ssPD BPHTB (lembar L, z, dan 3) dari Fungsi pelayanan.



Logo Peme rirla h D ae.rh

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

( ssPD-EPHTB )
BERFUI,IGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

Lem bar 4

DPPKAD
daiam proses peneiltian

OINAS PENOAPATAN PENGELOLAAiI KEUANGAN & ASET DAERAH:
PERHATIAN : Baca bh p eiunjuk pada hahman belakang lembar ini ierlebih dahub.

1. Nama Wajib Pajak:

2 NPWP:

3- Alam at Wajib Palak:

u _l_t L__l tit _Lt 
'

ti
4. KetrrrahanlD esa 5. RTiRW 6 .K emm atan

7. Kabupaten/Kota:

1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB:

2 Letak tanah dan atau bangunan:

8 Kode Pos:

3. KehrrahanlD esa: 4, RT/RW

\-,

5. Kemmatan 6. KabupatenlXota

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangufian. m '14. H arga t mnsaksi / Nilai pam r; I t o

16. N omor Se rlifkal

PE N GH ITUN GAN BPHT B ( Hanya diisi berdas ark an penghitrn gan ttu aj,! pajat 
)

l.Nilai PerolehanOblekPajak(NPOP) ,?eBperhatikan nilai pada813.,B14,danC

2. Niiai Perolehan Objek Pajak Tidak Hena Pajak( NP0PT(P ) menperhatikan nilai pada C

3. Nihi Perolehan Objek Pajak Kena Pajak{ NP0PKP )

4. Bea Perolehan H ak alas Tanah dan Bangunan yang lerutang

angla 1 -angka 2

5a,4xefigha3

1F
2b
3F
4F

Rp

Rp

Rp

Rp

Jumlah Setoran berdasa rkan:

f a. Penghltungan !!ayb Palak

I u sTPDBehTB/s(pDBh-uRANGBAJAF si:DB
I KURANG BAYAR TAI\TBAHAN -) Nomor Tangga l:

(berdesel{rn pethitutlgan D4 den pilhan di E)

*) corely ang tdak peil)

..----,-......, tsl..-,.. -

WAJIB PAJAK IPENYETOR

- 

-ru*?r" "sk-"p 
d;;;;ry;-

Hanya diisi ol€h
petsgrs DPPKAD

Lem bar 4D - Funqsi Pehyanan

DITERiI\,,IA OLEH:
TEId PA T PEM BA YAR AN BPH TB

Tanggal.

l l.Ii erqtap, sr--nl:;, dail Inrt!. l.|!an

T elah Dverifikasi:
D INAS PENDAPATAN PENGELO tAAN

KEUANGAN ASET DAERAH

f

Pengh*ungan NJ0P PBB

Uraian

Tanah ( bumj )

L ua s
f &s,116 lffai dro ah u baagm n feng

nettrre dperokn )

NJOP PEB I ix??
fDibioedrsarkansPPrPBbtunsdrdhre luasxi$JOPPBB/n2

perohhan hah / Teho n I

f c. Pengurangan dihirung sendra r.nluo, -f % berdasar peraturan KDH No: .

-d 

-
JUMTAH YANG DISETOR idenqar an0kaJ:

Rp

fuI ENGETAHUI:
PPAT/ NOTARiS

Nama hrgkap, slempe|, dan hnda kngan

{dengan hu ruf):

,,,...r...!!uii..'t, ...,.;$tt=.+.ii.i;;i

....+ita=.;.=.:'1.'=:.

Nama lengkap, stempel,



Lampiran : 1{satu) set
Hal : Penyampaian SSpD BPHTB untukditeliti

Dines Pengeiolaan Pendapatan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten/Ko:a .. ...... .

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nanla Wajib Patak :

N PWP

at

Bersama ini m€nyampaikan SsPD-BPHTB untuk diteliti atas p€ralehan hak atas tanah den /atau bangunan
seb3gai berikut :

Nop ,TT_l rT_-l [-T-n r--l rT-n r-r-r-T-.l tfAlam ar

D esa /K€l u ra ha n
Kabupaten/Kota

erlampir dokumen seba Bai []erikut :

{lisSPD-BPHTByangterteraNomorTransaksiPenerimaan0aerahiNTpDi/SspD-BpHTBdis€rtaiBukil
Penerinf,aan Daerah ( BPD)*)

) Foiokopi sPPT 6ta u STTS/ struk ATM bukti penrbayaran pBB/ Bukti pembayaran pBB

la innya Tahun . ..... . 
)

{3 ) Fotokopi identita 5 Wa jib Pa.jak be rupa

{4} Surat Kuasa dari\Jaiib Pajak **}
(5i Foiokopi identitas Kuasa !Vajib paiak **)
i6)Fotokopi Kartu NPWP
(7 ) ..... ............ ...,

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSpD-BpHTB.

Keteranga ni
*) ccret yang tidak perlu

,74
dalam ha i dikuasa kan

Wajib pa jak/Kuasa Wajib Pajak *)

,rT_l rrn r_l-*ft i-T-n-r] -fr.

5etel3hmelakUkanpemeriksaandanpenelaahanS5PD.BPl.]TBu,n*c
ba hwa:

- Data obiek pajakyang tercantum d:lam SS,eD-BpFiTB t€lah s€suai
- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam 55pD-BpHTB telah sesua,

Dokumen pendukunB perolehan hak atas ianah/dan bangunan telah lengkap



iil:

Dengan ho rmat,
Sehubungan dengan proses penelitian SSPD-BPHTB yang sedang berjalan, dengan ini kami mengajukan
permintaan data terkait perolehan hak bumidan/atau bangunan atas :

Nama Wajib Pajak

NPWP

Serta data obrjek pajak atas :

rrn n
Atas perhatian dan kerjasamanya kanri mengucapkan terima kasih.

_____--____,_2_ 9_
Fungsi pelaya na n



::=::::iliii
,:.1]=,.,,,t-
::::,=::i:i. jiiri

Dengan Hormat,
Dibawah ini merupakan data yang anda buiuhkan dalam proses penelitian SSpD-BpHTB, yaitu:

NamaWajib Paiak

NPWP

Perolehan

f,
l3 Ha k Seia ma Tahun Berjalan :

a.

b,

c.

d.

4.Nomor Objek Pajak (NOP)

5. Leta k tanah/bangunan:
6. Keiurahan/Desa:

8. Kecamatan:

Penghitungan NJOP PBB:

n
7, RT/RW:

9. Ka bu paten/Kota:

U ra ia n

Luas
(Diisilustanah dan aiau bangunan

ya ng ha knya

dipe ro leh )

NJOP PBB / m'z
{Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun

teri:dinya
perolehan hak / iahun.... ...)

Luas x NJ0P PBB / r'n'?

anah (burni) m' Rp

Aa ng unan 8 m 1C Rp

NioP PBB lr:lnp

oga data ini dapat berguna dalam Droses peneiitian SSpD-BpHTB" Terima Kasih

,2A

Fungsi Pengelolaan Data

& lnformasi

ul f[

c
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[Lampiran IV]

PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA KE KEPALA KANTOR BIDANG
PERTANAHAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur ini merupakan proses pendaftaran atas perolehan/peralihan hak kepemilikan tanah.

Pendaftaran ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Kepala Kantor Bidang

Pertanahan.

Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan,/atau

Bangunan. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah

pemindahan hak atas tanah telah terdaftar di Kepala Kantor Bidang Fertanahan.

B. PIHAK TERKAIT

t$f*jEb Pajak s*iaku F*x*rin:a Fiek

Frterupakan pihak yans meny**iai<*n d*kumen-dmk*men pendukung Be*e{aftararr *kta

pemindahar: hak atas tanah d*nistau ba*gunan. lt-ajib Pajak rn*ny*rahk*n dok*rr':en-d*kcrmen

t*rsehut k*paeiil P*jabat F*ru:buat &kia Ta*ah.

Fejah*t P*snhuat &kt* Tana$r {pF,eT}

M*rupeken pihak yang mengajr:kar: p*ndaft*ran *kt* p*r*i*daheq': hak *tas ter:ai-l ke Kepalm

Karit*r Bidang Pert*nahen" FFAT berwen*ng de* h*rt*g*s r**it:k:

- r**ngajuk*n p*r:rlaft*r*r: p*mindahan h*k atas t*rrah; d*n

- menyiapkar: d*n me***dat**g**i Akt* Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau *ar:guncr.:

ya::g telah t*rdaft*r *i K*pala l{*ntor *id*:'rg P*rtan*han_

Kepal* K*nt*r Sida*g F*rtan*ha*

Mer*pakar: pihak yar:g rn*rniliki daft*r keper*ilik*r: fuak tan*h di wilayeh *\ie*re11p*Sn5,*. #al*nr

pr*s*d*r ini Kep*la Kant*r Bisartg F*rtana!":*x h*nnre*ar:g dan h*rtugas *nt*k:

- m*mer(ksa kefengkap*r"r d*kume* per:gajt**n pe***fiar*r, hak *txs t*r'lah; da:i

- nier*p*rbah*r.i daft*r h*k k*pei"r:llikan tar:al-r.

C. LANGKAH-LANGKAHTEKNIS

Lanskah L

Berdasarkan prosedur penelitian dan prosedur pembayaran, Wajib Pajak menerima Surat Setoran

Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan 3. Sedangkan, Wajib Pajak memperoleh Bukti

Penerimaan SSP PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran pajak penghasilan melalui Kantor pelayanan

Pajak. Wajib Pajak lalu menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB {SSPD BPHTB) lembar 2 dan

lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

1A.

*



Lanekah 2

PPAT menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti

Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) dari Wajib Pajak. PPAT kemudian menyiapkan draft Akta Pemindahan

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT mengarsip SSPD BPHTB lembar 2.

Lanskah 3

PPAT mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah dengan menyerahkan draft Akta

Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB {SSPD BPHTB)

lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

Langkah 4

Kepala Kantor Bidang Pertanahan menerima dokumen pengajuan pendaftaran perolehan/peralihan

hak atas tanah. Kepala Kantor Bidang Pertanahan kemudian menelaah kelengkapan dokumen dan

kebenaran data terkait objek pajak. Kepala Kantor Bidang Pertanahan lalu memperbaharui database

daftar kepemilikan hak atas tanah.

Lanskah 5

Kepala Kantor Bidang Pertanahan mengarsip Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar

3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan lalu menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada PPAT.

Lanskah 6

- PPAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan.

Langkah 7

PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah ditandatangani

kepada Wajib Pajak.

Lanekah 8

Wajib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.



Logo Pemerida h D a€ rah

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

( SSPD-BPHTB )
BERFU NGSI SEBAGAI SURAT PEM BERITAH UAN OBJ EK PAJAK

PAJAK BUIrll DAN BANcUNAN {SPOP

Lembar 3

Unluk Kepala Kantor
Brdang Perlanahan

DINAS PENDAPATAN PENGELOTAAN KEUANGAN & ASET DAERAH:

1. Nama Wajib Pajak:

2 NPWP,

3. Alam ai Waib Parak

Ll_t __t_l L_] I i I _lt_t 
'

lit

4. KebrahanlD esa. 5, RT]RW] 6.Kemm atan:

7. KabupatenlKota:

I Nomor Objek Pajak (N0P) PBB:

2. Letak tanah da n atau banq unan:

I Kode Pos

PERHATIAN: Bacalah petunjukpengisan pada halaman belakang lembar ni terlebih dahulu.

3. Kehrahan/D es 4, RT/RW

5. Kemmatan:

Penghiungan NJ0P PBB

Ba ngunan

15. Jenis perolehan hak das tanah dan atau bangunan

16. N omor Se rtifkat :

6. Xabup6tenlxota

NJOP PBB

14. H arga t ransaksi I N iiai pau r

12 lRp

t3lnn

Io, I

PEN GH iTUN GAN BPHTB ( Hanya d iisi berd3s a.k an pen ghitun gan !\] atb pajak 
)

1. Nilai Perolehan 0bjek Palak ( N POP ) menperhatikan nilai pada B 13. B 14 dan C

2 Nihi Perolelran Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NP0PTXP ) nenperhalikan nilai pada C

3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena PajakI NP0PiiP )

4.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang

argkl-altska2

S.Atengka3

,i F
2F
3F.
4b

Rp

Rp

Rp

Rp

Jumlah Setoran berdas rkan:

f a. Penghilungan Wajib Pajak

I l. srPD BpttrB, sxpDB ruopNG BAyAR , svoDB
I KUR ANG BAYAR TAMBAHAN ") Nomor Tangga l:

Nama bgte, slempd, de bnda h$n

DITERIM& OLEFI:
TEMPAT PEM BAYAR AN BPHTB

Tanggal: ..

;;. hs*+. kp"r.a ;;e hs-;

Uraian

Tanah ( bumi )

.IVJOF PEB I a2
for*iberdesnlansPPrPBBhhanbnadhya luasxNJOPPBB/m?

perokh an hak/ Tahu n j

e Rp tllnp

f c, Pengurangandihitungsendirimenj"oi, -f % herdesarPemturanKDH No:............

t-- d

JUMLAH YANc DlSETOR (dengan angka)m
lbcdrsartrn pcfrtungon U dan pith.n di Ej

") Corcty al g ,dak peilr

! gr.. .........
1'"AJIB PAJAK i PEN YETOR

- k;a;t;;;;ry;---

petugas DPPKAD

MENGETAHUI:
PPAT/ NOTARIS

(dengan hu ruf):

...:l':iiitr:!1i. ,;.1'l:i1'lillii r:'

...=tt-::'-:';==;;

Telah Diverrfikasi
DiNAS PENDAPATAN PENGELOLAAN

KEU AN GAN ASET DAER AH

Rp

slempel danlaflda tangafl
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[tampiran V]

PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh Bank yang ditunjuk/

Bendahara Penerimaan dalam melaporkan penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib pajak.

Prosedur ini juga meliputi proses pelaporan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas setiap

akta pemindahan hak yang telah diterbitkan.

Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib

Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah,

B. PIHAK TERKAIT

3" Sank yastg ditunj*k

Merupai<a* pil"rak y;:ng r-nen*rin-ra pernh*yar=an BtlrtTB *teri WajiE: F*jair. n-:*ialui mek*r.iisn *
p€j:iYclL.}r'ar'; k* r*ke*trrg p*n*rir:"i**r'r kcE iaerxl':" Bank y;:ng *iituruj.;k hrrwa::eng rJa* b*rtl".:gas

xr:titk:

- r:1e.;-re"rirt,a pe.",'r,li.a.g*r*,,1 &? 
-r*,T8, **rr l*{ ailL* t x}*,k;

- rn*rie;"i:iik"=q rjan *:eny*rni:'*ik*n i1*ta Ki**it l,i*peija **nd,rhera P*nerin:ae* aie: setiap

p*r:b*v*ra* BFf-iT"& m*i;:ir.:i ref.erring p€{-r*ii*t;}fi* k,*s da*r*i-:; rj*rt

- nlenyifipk*r'r Regi=tet'S5FD SFt-ii"[}.

B* Eei"cdahara Pen*nintm*n

fu4*ri..rpak-;:n gei*hat tt;ngli,:nei 'n*nq i{iii;r":j#k ur:icik- *r*r-i*ri;::a. n:*nyim**tr, 1*;:i*nr,,,*l*rkEr:,

i'r:enatilu::eh.:k*n, dan L":erli*ertailggungj*r"vehknn *e;:g p*ndap*tan ei;ler*h iJainm rengk*

Pei*ksan*** AFSIi g:*d* ir;-:iI k*rj* 5f""fit]. il*i*r* 6rri:**du:r ini S*ild*h::re $]en*:rima;;r: i:*r',v*i:*;:f
<44* hu*ritrg*r *s\tiqik'.

- *rer:erima p*;"r:bayar;:* 8Fi{T* d*ri W;;jib P;;ek rnei*lui *":ekanisr"n* p*nyet*ra* tr_g'r*ij

- ntenerinra N*ta l{r'*riit- d*ri E*r"ri; v;lng dlturiiuk;lt;ls s*i;*g: p*m[-:xyer*r: S$]i":TE ei*ri t$":iii,.

Fajak meiaiui r:",eF;a*isrri* pet:y*i_*rl]$ k* rek*r:i::g p,enerin:a*n kel* r_{arrai:;

- m*nerir:a ftegist*i 55pD *P$ITB d*ri ffi;:i:k y;*r]g riit*:"rjuk at*: pernhfiVar*n Bp!"{TS dari rVajib

!:ajait rneiair-ti r:rek**isr'ie p*1"1yet*ri:fi ke reirerilr:g penmrir:r;++r-r le*s e!;:er*h;

- t"t,*ri1l'up."*:"*' ?ra'gii*: L1j+'J, eq!\intr a+,:;;.F;*rita:+':xr*, tQil.["*.*"u-;;,'${.aij,b. ?*;:l*.9tr:6,rd,tjr*,

n':e$i* r-risrti * lu n* i k* B**ij*i:a r* p*r.;rrimailr.l;

- m**eatat perr*rima*n BFt-{ T* ci*i*r-ir *r,;l.i: i]*il*ri*laar & p*nvetcn*:R;

- mer:iriapit*:l F.egi:iel !TS; c;n

- *ienei*patka* 55P* *pi-iT$ i*mh*r il: d.:ri B*i-;,ti y;rng dit,..l;-rir-lkl v",rai!b ffii;lk"

S" Pe3'*hst Femiru*t &ktx Tpn*h {ppAT}

fv'i*rupakani pihek y*;";g meriyi*pk** (ia* r:.*ei;*t?datang*r:i A.kta f*mi*ijai'ra* l-{ak alas T*ni;h

d*n7'*tau E;:ngun*n, il*lar:: pi"**t**lur isri FFA-T'h*r*'*n*ng *xn b*rt*g*s *r.ituk rfleffhij*t Lap*re*

ile:'r*rbit=r: Akta F*nrind*han Hek at*s J-*n*h dxn;atau Ba*g*nn*.

,l



4. Surugsi Fermbrckuaft & F*lep*r*i':

*.Jier*;*a:kan pil:ak .;ang h,ertugii=r'* u*trik menyiag,ril.an i-ap:c'r** Realie**i PAt] berda:arkan

rj*kun"r**-d*kum*n yang eiit*iii':r* rj;lr-i E*r:k VrnS ditur*rjki Bend*l-r*l'* fer:e:'!r'i:a*r: ej** f.*j;:h*t

Femhil*i F.kta T**ah. []a!ar:i g:rr":u*dur ini Fung:i Fcnrbcik',"1;]n & Fei*p*r'ar] berlryenfrilg dan

i:*rtriiga: u*tuk:

- ;"f iefieriina 55FD BPHI* N*rnh*r fi dar! B*r:rin!:;:re P*nerirn*an;

- n:en*rima Hegister"!:f il gPi-iTS ci*ri Bend*l';*r"a Fle**rirRaasi.

- ffierreric::* Regi:ter 5l"S ti*ri &*ndatr;ira Fenerimaat"r;

- me**rim* Hc"iku Pe**rir:a"*n & F*ny*tr:re n 
'"jeri 

S*nd*h*re $:*neiirr:**r:;

- ffierlerifiia l""ai:*ra* Penerbiiar: .;ikt* P*n-rirrdah** r-iak atas T::::*h darr,i*t*u S*nguna* dari

FFAI";dan

- n: enyiapka * L*p:,:r': r-r fi ** i i**-qi F.&i-: 
"

C. LANGKAH-LANGKAHTEKNIS

C.1. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang Ditunjuk

Lanekah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip SSPD BPI-1TB lembar 5 dan SSPD

BPHTB Lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme

penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

Lanskah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bank yang Ditunjuk menerbitkan Nota Kredit dan

membuat Register SSPD BpHTB atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Bank yang

ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

Langkah 3

Bank yang Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara Penerimaan atas setiap

penerimaan pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah.

Lanskah 4

Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang Ditunjuk. Bendahara Penerimaan

kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan

juga mencatat penerimaan BPHTB ke dalam Register STS.

Lanskah 5

Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSpD

BPHTB lembar 6 ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

Lanekah 5

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB

lembar 5.



C.2. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bendahara Penerimaan

Lanskah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan

lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak secara tunai melalui Bendahara

Penerimaan.

Lanekah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara penerimaan mencatat penerimaan BPHTB

dalam Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat SSPD BPHTB ke dalam

Register SSPD BPHTB. Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

Lanekah 3

Secara periodik, Bendahara Penerimaan menyampalkan Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan

SSPD BPHTB lembar 5, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta Register STS kepada Fungsi Pembukuan

& Pelaporan.

Lanskah 4

Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSpD BpHTB

lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta Register STS.

C.3. Pelaporan Penerbitan Akta oleh ppAT

Lanskah 1

Eerdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan. PPAT juga menerima SSPD BPHTB lembar 2 dariWajib Pajak.

Lanekah 2

PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atas setiap

akta yang telah diterbitkan.

Lanskah 3

PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pernindahan Hak atas Tanah danrlatau Bangunan ke

Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

Lanskah 4

Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan'/atau Bangunan'

C.4. Pelaporan Realisasi PAD

Lanskah 1

Berdasarkan prosedur C.L, C.2, dan C.3, maka Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima dokumen

berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, Register STS, dan

Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah danlatau Bangunan.

Lanskah 2

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan & Pelaporan menyusun Laporan Realisasi

PAD.
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w

PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA OIEH PPAT

Diluor Tobel

Nama PPAT : Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti. Contoh: Octavianus, SH, atau Birgitta,
SH.

Alamat : Alamat ppAT yang bersangkutan.

NPWP : NpWp ppAT yang bersangkutan.

Daerah Kerja : Daerah Kerja PPAT yang bersangkutan. Contoh: Kabupaten Pulau Tidung.

Kabupaten/Kota: Kantor" wilayah pemerintah daerah. Contoh: Kabupaten Pulau Tidung.

Bulan : Bulan bersangkutan

Tahun : Tahun bersangkutan

Didalam Tabel

Kolom 1 : Nomor urut pengisian tabel.

Kolom 2 '. Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang bersangkutan.

Kolom 3 : Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka. Contoh: tanggal pembuatan akta 4
Oktober 2011 ditulis; 4 - 1A - 2011.

Kolom 4 : Bentuk perbuatan hukum. Contoh: jual beli, tukar menukar, hibah, dsb.

Koiom 5 : Nama, aiamat, cjan NPWP pihak yang mengaiihkanlmemberikan. Contoh: john beraiamat cji ji.
lndustri Raya No. 9 dengan NPWP 49.171.680.9-045.000 ditulis; John (baris 1), Jl. tndustri Raya
No. 9 ( ba ris sel anjutnya), 49.17 I.G$O. 9-045.000 ( baris sel anjutnya).

Kolom 6 : Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima (cara penulisan seperti kolom 5).

Koiom 7 : Jenis eian nomor hak.

a. Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis, nomor hak dan kelurahan/desa sesuai
yang tercantum di sertifikat.
- Hak Milik - M
- Hak Guna Usaha - U

- Hak Pakai - p

contoh: Hak Milik No. 373/ lndustri Raya terletak di Kelurahan Kemayoran utara

Ditulis:

- M.3731 Kemayoran Selatan (apabila dialihkan seluruhnyai
- M.373/ Kemayoran Selatan sebagian {apabila diarihkan sebagian)

b. Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohi dari petuk pajak yang bersangkutan
berikut persilnya atau nomor dan tanggal alat bukti hak yang bersangkutan.
Contoh : Verosponding lndonesia Kohir nomor 471465 masa pajak tahun 1960 - 1964
Ditulis :V.t No 471465 tahun 1960 - 1964
Contoh : Petuk Pajak C. No 395 Blok il.D persil 30
Ditulis :C. No. 395 Blok il.D ps.30

Kolom 8 : Letak tanah dan atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebut kelurahan/desa yang
bersangkutan.

Kolom 9 dan 10 : Diisi luas tanah dan atau bangunan yang dialihkan/diperoleh/dibebani.

Contoh : Jual beli tanah seluas 200 mz dengan bangunan tantai dasar seluas 5o m: dan lantai
satu seluas 25 m2.

Ditulis : Kolom 9 = 200, kolom 10 = 75.



Kolom L1 : Diisi harga yang sebenarnya sesuai akta.

Contoh : Harga jual beli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000

Ditulis : 100.000.000

Nilai Hak Tangguntan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan hukum pemberian Hak
Tanggungan atau pemberian kuasa membebankan hak tanggungan tetap dilaporkan.

Kolom 12 : Diisi berdasarkan nomor tahun SppT.

Contoh : No. SPPT 31..24.A21.A02.040 - 0124.0111-01

Ditulis : 021.002.040 - O1,24.O/2Afi. (dapat disambung ke bawah sehubungan dengan
terbatasnya lebar kolom)

Kolom L3 : Diisi NjOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi NJOPTKP pada tahun
perolehan/pengal ihan.

Contoh L: Pengalihan/perolehan seluruh Tanah yang ada pada SPPT {NJOP sebagai dasar
pengenaan PBB) adalar Rp. 250.000.000

Ditulis : 250.000.000

Contoh 2: Pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan keseluruhan bangunan yang ada
diatasnya Tanah seluas L00m2 dan bangunan 25 m2 adalah sebagian tanah atau seluas 50 m2
dan keseluruhan bangunan seluas 25 m2. Diketahui NJOP (SPPT) tanah adalah Rp. 200.000.000
(untuk tOO m2)dan bangunan adalah Rp. 50.000.000 (untuk 25 m2), rnaka:

- NJOP tanah seluas 50 m2 : Rp. L00.000.000

- NJOP bangunan seluas 25 m2 : Rp. 50.000.000

- Total NJOP : Rp. 150.000.000

Ditulis : 150.000.000

Kolom 14 dan 15: Diisitanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya pembayaran pph atas
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (data diperoleh dari pihak yang
mengaiihkan).

Kolom 16 dan 17: Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya pembayaran BpHTB.

Kolom 18 : Mencantumkan keadaan tanah dan bangunan yang diperoleh/dialihkan dengan keterangan.

a. Penuh./seluruhnya atau sebagian atas t-anah dan atau brangunan.

Contoh: - Seluruh tanah dan bangunan

- Sebagian tanah dan seluruh bangunan

b. Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan dokumen ke Kepala Kantor
Bidang Pertanahan. Diisi nomor daftar isian (pendaftaran) dan atau tanggal penyampaian.

Contoh: - d.i 30U409711.1. atau

- tanggal 10-7 -2A1L

c. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan penerima hibah wasiat

Contoh : hibah wasiat dari ayah ke anak

Ditulis :ayah-anak

rft
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[Lampiran VI]

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan proses yang dilakukan

Fungsi Pelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang yang disebabkan karena BPHTB

terutang menurut SSPD BPHTB; tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena

bunga/denda.

Prosedur penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB/ Kurang Bayar

Tambahan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam memeriksa BPHTB

yang masih kurang dibayar atas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dalam jangka waktu 5
(lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak atau atas Surat Ketetapan pajak Daerah (SKPD)

Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan oleh Fungsi pelayanan.

Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan Fungsi pelayanan dalam

menindaklanjuti Wajib Pajak yang belum melunasi BPHTB terutang hingga pada saat jatuh tempo.

Prosedur ini melibatkan Fungsi Pelayanan sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database

Daftar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar BPHTB, Daftar SKpD

Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Daftar Surat Teguran.

B. PIHAK TERKAIT

L. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang berdasarkan Surat

Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar BpHTB, Surat

Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan BPHTB. Wajib Pajak juga akan menerima Surat

Teguran jika pada saat jatuh tempo belum melunasi BpHTB terutang.

2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

- memeriksa SSPD BPHTB

- menerbitkan STPD BPHTB

- menerbitkan SKPD Kurang BayarBpHTB

- menerbitkan SKPDB Kurang BayarTambahan BpHTB

C, LANGKAH.LANGKAHTEKNIS

C.1. Penetapan STPD BPHTB

Langkah L

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan mengarsip SSPD BPHTB

yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.



Lanekah 2

Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis,

salah salah hitung, dan kena bunga/denda.

Lanekah 3

Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan kena

bunga/denda maka Fungsi Penagihan menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang tidaklkurang dibayar, salah

tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. Fungsi Penagihan kemudian mengarsip daftartersebut.

Langkah 4

Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar,

salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. STPD BPHTB dicetak rangkap 2.

Lanskah 5

Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2).

Langkah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Lanekah 7

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD BPHTB yang telah dikirimkan

kepada Wajib Pajak.

Lanekah 8

Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur

pembayaran BPHTB.

C.2. Penetapan Surat Keputusan Pajak Daerah TSKPD) Kurang Bayar BPHTB/ Kurang
BayarTambahan BPHTB

Lanekah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan akan mengarsip SSpD

BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib pajak.

Lanskah 2

Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah berjangka waktu 5 {lima) tahun semenjak

dibayar oleh Wajib Pajak. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam

SSPD BPHTB tersebut' Atas SSPD BPHTB yang ternyata kurang bayar, Fungsi penagihan kemudian

menerbitkan Daftar SSpD BpHTB yang kurang dibayar.

Lanskah 3

Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun

semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SKpD

Kurang Bayar tersebut.

Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar

SKPD Kurang Bayar yang masih kurang dibayar.

Lanpkah 4

Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan menerbitkan SKPD Kurang Bayar (rangkap 2)

dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (rangkap 2).



Lanekah 5

Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan

(lembar 2).

Lanekah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar {lembar 1-) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan

(lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPDB Kurang Bayar atas setiap SKPDB Kurang Bayar yang

telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Lanskah 8

Errnoci panrniltrn ma-harhah:rrri ['!:€frr Q-!{Dh !lrrrano Plr:r Trml..:hr^ r{'rc catirn Q11DFl Vrrrrna ElrrrarI uItEJl I slld6rlloll rltLlllPLlpolrolur uorLol Jr\l u r\urOrtE uOyOi iOiilUOiidii dLA5 5ELidP Ji\f ij i\ijidiiE, Ddycil

Tambahan yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Lanekah 9

Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan dan membayarkan BPHTB

terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

C.3. Penerbitan Surat Teguran

Langkah L

Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTBI SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan,

Fungsi Penagihan menyimpan:

Daftar STPD BPHTB

Daftar SKPD Kurang Bayar

Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan

Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan memantau surat ketetapan BPHTB yang

akan mendekati jatuh tempo.

Lanskah 2

Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi dan melakukan pendekatan

persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang. Pendekatan persuasif,

meliputi:

Menghubungi wajib pajak melalui telepon

Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan

Lanekah 3

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara

mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka Fungsi Penagihan terus melakukan pendekatan

persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang.

Lanskah 4

Setelah 7 {tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara

mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Fungsi Penagihan menerbitkan Surat Teguran

(rangkap 2).



Lanekah 5

Fungsi Penagihan mengarsip SuratTeguran {lembar 2).

Lanekah 5

Fungsi Penagihan mengirimkan SuratTeguran (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Lanekah 7

Wajib Pajak menerima Surat Teguran.

Lanqkah 8

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran yang dikirimkan

kepada Wajib Pajak.

Catatan: Setelah proses penerbitan Surat Teguran ini, setiap pemerintah daerah juga dihimbau untuk

menetapkan peraturan kepala daerah mengenai prosedur penerbitan:

Surat Paksa atas Surat Teguran yang telah jatuh tempo;

Surat Penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo;

- Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan pembetulan surat ketetapan BPHTB oleh Wajib

Pajak;

- Surat Keputusan Keberatan atas pengajuan keberatan surat ketetapan BPHTB oleh Wajib pajak;

- Surat Keputusan Banding atas pengajuan banding surat ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak;



Tanggal Penerbitan:

Jumlah pajak yang terutang yang maslh harus dibayar:
Rp .,..,..,..,..,..,............,.,..,

)

Letak Obiek Paiak

Kabupate n/Kota:

Kecamatan:

Desa/Kelu rahan:

Alamat:

Nama & Alamat Waiib Paiak

NOP: NPWP:

Perincian Pajak yang Terutang

1, Pajak yang terutang menurut 55PD BPHIB/ SKPDB Kurang Bayarl SKPDB Kurang tsayarTambalanT

Tahun..........

Rp

2, Telah dibayar tangeal Rp.

3. Pengurangan Rp.

4, Jumlah yang dapat diperhitungkan {a ngka 2 + angka 3) Rp

5. Pajak yang kurang dibayar langka 1 angka 4) Rp

5. Dendaadminlstrasi 2%x24bulanxRp. {angka 5) ?p

7, Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang angka 1 Rp

8. Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 + 7) Rp

Tanggal Jatuh Tempo: Tempat Pembayaran:

PERHATIAN

1. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan

(STP BPHTB ini harus dilunasi paling lambat satu (1) bulan

sejak tanggal diterima,

2. Apabila setelah lewat tangal jatuh tempo utang pajak

belum dllunasi, maka tlndakan penagihan akan diianjutkan

dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita, dan

lo l:n o

Kabupaten Gunung Mas, ..........,..............2011

Kepala Dinas Pendapatan Daerah,
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PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS PENDAPATAN DAEMH

Kepa da Yth,

NOP :

Alamat :

SURAT TEGURAN

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut:

(dengan huruf :

Untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Kepala Daerah
Nomor... Tahun .... tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar
melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, diftohon agar Saudara segera
melaporkan kepada kami.

PERHATIAN

HARUS DIIUNASI DATAM WAKIU 21 {DUA
SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT

tNt.

SESUDAH BATAS WAKTU TTRSEBUI, TINDAKAN

PENAGIHAN A(AN DITANJUTKAN DENGAN

PENERBITAN SURAT PAKSA.

Kepala Dinas Pendapatan
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

jenis Pajak Tahun Pajak

NOP, NO & TANGGAL STPD

BPHTB/ SKPDB KURANG

BAYAR,/ SKPDB KURANG BAYAR

TAMBAHAN (*)

Tanggal

Jatuh Tempo

Pembayaran

Jumlah

Tunggakan

Pajak (Rp)

(*) coret yang tidak perlu
Jumlah

Nomor :

NiP
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[tampiran VII]

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam

menetapkan persetujuan,/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB terutang dari Wajib pajak.

Fungsi Pelayanan kemudian menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan

dokumen pendukung pengajuan dan data terkait objek pajak.

Pemberian penBurantan sendiri dilakukan berdasar Peraturan Kepala Daerah yang berisi tentant

kriteria dan kategori pengurangan untuk daerah yang bersangkutan. Prosedur ini melibatkan Fungsi

Pengolahan Data & inforrnasi sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database objek pajak di

wilayah administratifnya.

B. PIHAK TERKAIT

1. wajib Pajak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penturangan atas BPHTB terutang menurut

surat ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan sebelumnya.

2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

- menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan pengurangan BpHTB

- menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BpHTB

- mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan Data & lnformasi

- menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan

- menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atau Surat Keputusan

Donar rrrnarn QDIJTDl Lr l5,ur ol rBot I ut I I I U.

3. Fungsi Pengolahan Data & lnformasi

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

- menyimpan dan mengelola database terkait objek pajak, dan

- menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi pelayanan

C. LANGKAH.LANGKAHTEKNIS

Lanekah L

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri dengan dokumen

pendukung pengajuan penturangan dan Salinan Surat Ketetapan BPHTB kepada Fungsi pelayanan.

Lanskah 2

Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB. Fungsl Pelayanan kemudian

memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BpHTB kepada wajib pajak.



Langkah 3

Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan penturangan. Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsi

Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak dengan menyiapkan Form

Pengajuan Data.

Lanskah 4

Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data & lnformasi.

Lanskah 5

Fungsi Pengolahan Data & lnformasi menerima Form Pengajuan Data. Fungsi Pengolahan Data &

lnformasi kemudian menarik data terkait objek pajak dari Database Objek Pajak.

Lanskah 5

Fungsi Pengolahan Data & lnformasi mengisikan Form Pengajuan Data dengan data terkait objek pajak.

Lanskah 7

Fungsi Pengolahan Data & lnformasi mengirimkan Form Pengajuan Data {yang telah terisi) kepada

Fungsi Pelayanan.

Langkah 8

Fungsi Pelayanan menelaah dan rnemeriksa pengajuan pengurangan BPHTB berdasarkan data objek

pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan

yang diajukan dengan ketetapan atau kriteria dalam Peraturan Kepala Daerah.

Lanskah 9

Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara pemeriksaan dan:

- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak) atau,

- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui).

Lanskah 10

_ Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara pemeriksaan.

Langkah 1t

Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (bagi yang ditolak) atau

Surat Keputusan Pengurangan BPHTB {bagiyang disetujui) kepada Wajib Pajak.

Lanskah L2

Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur

pembayaran BPHTB.



a

PE MERINTAH KABUPATEN TIDU NG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

NO MOR:

TENTA NG

PEMBERIAN PENGURANCAN

BEA PEROLEHAN HAKATAS DAN BANGUNAN

YANG TERUTANG

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TIDUNG

embaca : Surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan atas
na m a...

Nomor : ."........., ........tanggal
enimbang : a. hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan atas Tanah dan

Bangunan yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara pem eriksaan:
Nomor :.........
Ta ngga I :

b. bahwa terdapat/tidak terdapat *)cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Bea
Perolehan l.l ak atas Tanah dan Bangunan yang terutang;

engingat :l.PeraturanKepalaDaerahNomor....Tahun.,..tentangBeaPerolehanHakatasTanah
dan Bangunan.

2' Peraturan Kepala Daerah Nomor..... Tahun .... Tentang Pemberian pengurangan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

MEMUTUSKAN:

CNETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TIDUNG TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEIIAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG
TERUTANG.

ERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak permohonan penBurangan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang kepada Wajib
Paja k:

Nam a Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak : .........



a

Letak Objek Pajak :

Tahun BPHTB :

Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya dengan:
Akta,/ Risalah Lelang/ Keputusan Pemberian Hakl Putusan Hakim/ Dokumen lainnya x*):
- Nomor
- Tanggal
NOP

Letak Objek
Desa,/Ke l.

Kecam atan
Kab./Kota

KEDUA : Sesuaidengan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, m aka
Besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut:

a. BPHTBTerutang Rp......

c. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar

(sebesar: ............ 1

ETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan inimaka akan
dibetulkan se bagaim ana m estinya.

EEMPAT : a, Asli Keputusan inidisampaikan kepada Wajib Pajak:
b. Salinan Keputusan inidisimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan Kabupaten Tidung.

D itetapkan di ............
Pada tanggal .........

Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tldung

NIP

) Coret yang tidak perlu
*) Diisisesuaikeperluan
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